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BAB III 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada 

umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu dengan 

memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau anak pada 

umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai 

dengan martabat dan hak-hak anak sedangkan bagi anak korban kekerasan 

fisik di sekolah dengan menyediakan tempat khusus bagi anak korban 

kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman atau berpegangan pada 

prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tercantum hak-hak 

peserta didik, maka apabila ada yang melakukan tindak kekerasan terhadap 

peserta didik harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni diproses 

sesuai dengan ketentuan hukum dan dijatuhi sanksi apabila terbukti 

melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. 
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2. Kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi 

perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan 

sekolah meliputi : 

a. Tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan.  

b. Tidak adanya keterangan ahli. 

c. Masyarakat selalu beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah 

masalah keluarga, hal ini disebabkan karena pelaku kekerasan sering kali 

adalah keluarga, saudara korban.  

d. Tidak ada petunjuk. 

e. Tidak mendapatkan keterangan dari terdakwa. 

f. Pihak keluarga mencabut laporan karena rasa kasihan terhadap pelaku yang 

biasanya adalah keluarga sendiri.  

3. Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberi perlindungan 

terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah meliputi : 

a. Tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, tidak adanya keterangan 

ahli, tidak adanya petunjuk, dan tidak mendapatkan keterangan dari 

terdakwa. 

b. Masyarakat selalu beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah 

masalah keluarga, hal ini disebabkan karena pelaku kekerasan sering kali 

adalah keluarga, saudara korban.  

c. Pihak keluarga mencabut laporan karena rasa kasihan terhadap pelaku yang 

biasanya adalah keluarga sendiri.  
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B.  Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka untuk mencegah terjadinya 

kekerasan dalam dunia pendidikan perlu adanya : 

1. Aparat kepolisian seharusnya dalam menangani masalah kekerasan terhadap 

anak sebagai korban kekerasan fisik harus memperhatikan hak-hak anak dan 

kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga asas demi kepentingan yang 

terbaik bagi anak sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 2 dapat dilaksanakan, sehingga 

perlindungan terhadap anak dirasakan maksimal.  

2. Fasilitas- fasilitas dalam menangani anak sebagai korban kekerasan fisik 

seperti tempat perlindungan khusus bagi anak dirasa masih mengalami 

kekurangan, maka fasilitas tersebut hendaknya perlu ditambah agar dalam 

menangani anak korban kekerasan fisik lebih efektif. 

3. Hendaknya setiap tindak kekerasan fisik di lingkungan sekolah dapat diproses 

secara hukum dan dijatuhi hukuman sesuai dengan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 30, 

dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 
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